K SALINAN

&7 HWn W
= 'P;'?

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang ©a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah dan
ketentuan dalam Pasal 39 avat (2) Peraturan Mentert
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Kkcuangan Dacrah, sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan  Dacrah, Pemcrintah  Daerah  dapat
memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawal
Negertr Sipil berdasarkan pertimbangan yvang obyektf
dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kescjahteraan
Pegawal, meningkatkan motivasi kerja dan disiplin bagi
Pegawai Negeri  Sipil, maka perlu memberikan
tambahan penghasilan;

¢. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  scbagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
membentuk Pceraturan  Bupau tentang Tambahan
Penghasilan kepada Pegawai;

Mengingat ;1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara vang Bersih dan Bebas dari
kKorupsi, Kolusi, dan Ncepotusme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
heuangan Ncgara (Lembaran  Negara  Republik
[ndonesia  Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4339);




Ul

10.

11.

13.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pecmeriksaan Pengelolaan  dan  Tanggung Jawab
Keuangan Negara ({Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400},
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587}
schagaimana telah diubah beberapa  kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah {(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia
Nomor 5679).

Peraturan Pemecrintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 43578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoncsia Normor 4614);

Pceraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penitlaian  Prestast Kerja  Pegawar Negeri Sipil
(Lermbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2258);

. Peraturan Mecenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan
Dacrah, scbagaimana tclah diubah beberapa kali
terakhir dengan Pcraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua alas
Peraturan Mentert Dalam Negert Nomor 13 Tahun
2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan
Dacrah;

Peraturan Mcentert Dalam Negeri Nomor 24 Tahun
2006 tentang Pcdoman Penyelenggaraan Pelavanan
Terpadu Satu Pinty;




Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

= w

.(Jl

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

Pemerintah  Daerah adalah Bupati  sebagai unsur
pcnyelenggara  Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Karanganvar.

Pegawail adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai
Negeri  Sipil  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan
Perundang-undangan vang berlaku.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten
Karanganyar,.

Rumah Sakit Umum Daerah vang sclanjutnya disingkat
RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Karanganyvar.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,
menilal, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan
anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar,
dan pendidikan menengah.

BAB II
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

(1) Memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai di
lingkungan Pemerintah Daerah sctiap bulan dalam 1
(satu) tahun, vang besarnya sebagaimana (crcantum
dalam Lampiran huruf A merupakan bagian vang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Besaran tambahan penghasilan kepada Pegawai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk
pajak.

(3) Pajak ditanggung Pemerintah Dacrah atas beban
Anggaran Pcndapatan dan Belanja Dacrah  sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TATA CARA

Pasal 3
(1) Pcmberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan
berdasarkan pengukuran terhadap disiplin kerja vang
tertuang dalam instrumen pengukuran tambahan
penghasilan Pegawai, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran huruf B vang merupakan bagian tidak



terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

{2) Pengisian instrumen pengukuran Tambahan
Penghasilan Pegawail sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan maksimal tanggal 10 setiap bulan
berikutnya.

(3) Hasil Pengukuran terhadap disiplin kerja scbagaimana
dimaksud pada ayat {1) dituangkan dalam rekapitulasi
hasil Pengukuran tambahan penghasilan Pcgawai
Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran
huruf C vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(4) Tambahan Pcenghasilan Pegawali scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk bulan Januari dan
Februari tahun 2017 diberikan pada bulan Maret tahun
2017 sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.

(5) Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil bulan
Marct dan seterusnva diberikan pada bulan berikutnya.

(6) Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil bulan
Desember 2017 diberikan pada hari terakhir bulan
Desember 2017,

BAB IV
PENGECUALIAN

Pasal 4
(1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 tidak diberikan bagl Pegawal pada Jabatan
Fungsional, yaitu:
a. Guru Bersertifikasi;
b. Tenaga Keschatan pada RSUD; dan
c. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masvarakat

(PUSKESMAS) pada Dinas Kesehatan.

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 tidak diberikan  bagi  Pegawai  yang
melaksanakan:
a. tugas belajar; dan
b. cuti lebith dar1 7 (tujuh) hari dalam satu bulan.

(2

Pasal 5
Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 diberikan bagi Pegawai guru vang tidak
mempcrolch  tunjangan  profesi  guru  (bukan guru
bersertifikasi).

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 6
Pemberian  tambahan  penghasilan  kepada  Pegawai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Pada saat Pcraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2016
tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai (Berita
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 2,
dicabut dan dinvatakan tidak berlaku.

Pasal 8
Peraturan Bupati i  mulai berlaku  pada tanggal
diundangkan.

Agar sctuiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya  dalam  Berita  Daerah  Kabupaten
Karanganyar.

Ditctapkan di Karanganvar
pada tanggal 16 Januari 2017

BUPATI KARANGANYAR,
ttd

JULIYATMONO
Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 16 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
td

SAMSI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN

Salinan sesuai dengan aslinva
SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Baglanf Hukum

1

ZULFIEGAADIDH

NIP. 1975034 1 199903 1 009




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI

A. STRUKTUR DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

| PEJABAT DAN PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN ~ LlSARNYA
NO| KARANGANYAR TAMBARAN
‘ PENGHASILAN
L e S T
1 Sckretaris Daerah. - 7 ~ Rp 10,300,000

| Asisten__Sckre.‘éérij;_gmrgi
Staf Ahli Bupati. 7 7
~Eselon 11 b pada Sekretariat Dacrah/Inspektorat/
‘ Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan/
' Badan Kcuangan Dacrah/ Dinas Penanaman Modal
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. |
Eselon Il b pada Perangkat Dacrah sclain ye |
| Lselo pac gkat Dacrah sclain yang C Rp 4,000,000
termasuk pada nomor 2 diatas. ‘
‘ Eselon [l a pada Sckretariat Dacrah/Inspektorat/ \ |
- Badan Perencanaan, Pcnelitian dan Pengembangan/ _
4 ’ . ' ' : Rp 3,500,000
Badan Kcuangan Dacrah/ Dinas Penanaman Modal p 35000 ;
| dan Pclayanan Terpadu Satu Pintu. B _ ‘
- Eselon IlII a pada Perangkat Dacre sclai ¥ ‘ '
, P ! g acrah  sclain vang Rp 3,000,000
termasuk pada nomor 4 diatas. . 7 :

Rp 4,750,000

\ Esclon Il b pada Badan Perencanaan, Penelitian dan‘ |
6  Pengembangan/ Badan Keuangan Daerah/ Dinas Rp 2,700,000
- Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

7 :Esclon [1 b. pada Pera‘mgkat Dacrah sclain yvang Rp 2,200,000

termasuk pada nomor 6 diatas.

Eselon IV a pada Sekretariat Daerah/ lnspektorat/‘ |

| Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan/ :

8 - Badan Kcuangan Dacrah/ Dinas Pcnane{;man Mépoda/li Rp 1,700,000

| _dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. | | |
9 "Eselon IV a pada Perangkat Daerah selain h\'ang[

l termasuk pada nomor 8 diatas.

Rp 1,200,000

. |
' \
10 ' Eselon IV b ‘ Rp 1,000,000

JFU/Galon JFK Golongan IV pada Sekretariat Dacrah/ i
: 11 “Inspektorat/ Badan Perencanaan, Penclitian dan |
Pengembangan/ Badan Kcuangan Daerah/ Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | i
- JFU/Calon JFK Golongan IV pada Pcrangkat Dacrah | *
- 12 " sclain yang termasuk pada nomor 11 diatas / Penilik Rp 1,000,000

| Sckolah/ Pustakawan/ Arsiparis 1 ]

|
Rp 1,450,000




JF_U/Calon JFK .E(-)liongan Il pada Sekretariat
Daerah/Inspektorat/ Badan Perencanaan, Penelitian Rp 1425 000
dan Pengembangan/ Badan Keuangan Dacrah/ Dinas P baew,

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

, - —
JFU/Calon JFK Golongan 1l pada Perangkat Dacrah Rp 900,000
selain yang termasuk pada nomor 13 diatas

JFU/Calon JFK Golongan 11 pada Sckretariat Dacrah/
Inspektorat/ Badan Perencanaan, Penelitian dan _
- Pengembangan/  Badan  Keuangan Dacrah/ Dinas Rp 1,250,000

JFU/Calon JFK Golongan Il pada Perangkat Dacrah
~sclain yang termasuk pada nomor 15 diatas
‘JFU/Cal()n JFK Golongan | pada Sekretarial Daerah/
-Inspektorat/ Badan Perencanaan, Pcnelitian dan
Pengembangan/ Badan Keuangan Dacrah/ Dinas Rp 1’OOO’OOO|
Penandman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu l

| Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7 ]

Rp 800,000

JFU/(,alon JFK Golongan 1 pada Perangkat Daerah

s sclam in yang te Lermasuk pada nomor 1 17 diatas i Rp 673’0(3:
Audltor/ PQUPD/Audlduan Ahli I\/ladya o ! Rp 2,700,000
~Auditor/ P2UPD/Aud1ax\ an Ahli Muda - Rp 1,700,000
Auditor/P2UPD/Audiawan Ahh Pertama _ Rp__ 1,600,000 |
2 Auditor Penyclia L ~_Rp 1,500,000
JFK lammd dan ch,av» ai yang dltempdtkan pada [\PU Rp 850,000

| (Juru non Semﬁkam - B ) Rp 400(502—




B. INSTRUMEN

PENGUKURAN TAMBAHAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

KARANGANYAR

Bulan, Tahun
Perangkat Daerah: ...............

PENGHASILAN  KEPADA

NO. PEJABAT YANG DINILAI PEJABAT YANG MENILAI
1 |Nama Nama
2 | NIP NIP
3 | Pangkat/Gol/Ruang Pangkat/Gol/Ruang
4 | Nama Jabatan Jabatan
5 | Unit Kerja Unit Kerja
No | Aspek Yang Prosentase Tambahan Penghasilan (%) Nilai
Dinilai (perhitungan dalam satu bulan)

1 Tidak Tidak 15 Tidak 12 Tidak 10
melaksanakan | melaksanakan melaksanakan melaksanakan
apel pagi apel pagi apel pagi apel pagi
dengan ijin dengan ijirt O dengan ijin 4 dengan 1jin 7

s/d 3 hari s/d 6 hari hari atau
lebih
2 Hadir Hadir 15 Hadir 12 Hadir 10
terlambat terlambat terlambat terlambat
dengan ijin dengan ijin O dengan ijin 4 dengan ijin 7
s/d 3 hari s/d 6 hari hari atau
3 Pulang lebih | Pulang lebih | 20 Pulang lebih |15 Pulang lebih | &
cepat dengan | cepat dengan cepat dengan cepat dengan
1jin jin 0 s/d 3 jin 4 s/d 6 jin 7 hari
hari hari atau
Lebih
4 Tidak masuk | Tidak masuk | 12 | Tidak masuk ] 9 Tidak masuk | 6
kerja dengan | kerja dengan kerja dengan kerja dengan
1jin jin 0 s/d 3 jin4s/d6 jin 7 hari
hari hari | | ataulebih |
5 Tidak Tidak 6 Tidak 4 Tidak 2
melaksanakan| melaksanakan melaksanakan melaksanakan
apel pagi apel pagi apel pagi apcl pagi
tanpa ijin tanpa ijin O tanpa ijin 4 tanpa ijin 7
s/d 3 han s/d 6 hari hari atau
____lebih
6 Hadir Hadir 6 Hadir 4 Hadir 2
terlambat terlambat terlambat terlambat
tanpa ijin tanpa ijin 0 tanpa ijin 4 tanpa ijin 7
s/d 3 hari s/d 6 hari hari atau
lebih
7 Pulang lebih | Pulang lebih | 6 Pulang lebih | 4 Pulang lebih | 2




Cepdl Lanpa
iiin

cepatl tanpa
yin 0 s/d 3

ccpal lanpa
iiin4s/d6

cepat tanpa
yin 7 hari

o hari han atau lcbih
Tidak masuk 0 hari 20 - 1 han
kerja tanpa | dalaml(satu) dalam 1 (satu)
1jin bulan bulan
100 60

o

Total Nilai =




C. JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN

Prosentasc hasil pc_ngakurd; x Jumlah TTP yaing 777dib£;arkaﬁ]
. Standar Besaran TPP = ... % x bulan......., =Rp.........

! Rpooooooon. ‘

[T_andeiéng@—n pc_j_abal ~v_a_ng?n“ei'liilai . Tanda ta;gaFPeje@L/PeEa\\-'éi yang
dinilai:

Catatan:
1. Jam kerja hari Senin sampal dengan Kamis jam 07.00 - 15.45 WIB.
2. Jam kerja hari Jumat jam 07.00 - 11.30 WIB.

BUPATI KARANGANYAR
ttd

JULIYATMONO




